BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1088, 2012 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Dekonsentrasi. Pemerintah Provinsi.

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2013 KEPADA 10 (SEPULUH) GUBERNUR PEMERINTAH
PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
Provinsi perlu dilakukan pelimpahan sebagian urusan
kepada  Gubernur selaku  Wakil Pemerintah
berdasarkan asas dekonsentrasi;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelimpahan
urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada
Gubernur selaku wakil pemerintah ditetapkan dengan
Peraturan Menteri;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.1088

Mengingat

C.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
(Dekonsentrasi) Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2013 Kepada 10
(Sepuluh) Gubernur Selaku Wakil Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);
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6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 / PMK.07 /
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2013
KEPADA 10 (SEPULUH) GUBERNUR SELAKU WAKIL

PEMERINTAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah (Pusat) yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang
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(1)

(2)

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan
untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kualitas hidup
perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga perempuan
dapat menikmati hasil pembangunan secara adil, efektif, dan
akuntabel.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu
dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan
pembangunan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD,
adalah  organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang
tertentu di daerah Provinsi.

Menteri adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak adalah untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Provinsi.

Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak adalah untuk meningkatkan
efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di
dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Provinsi
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